BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 81 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dengan adanya penambahan pelayanan perizinan

yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purbalingga;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

.- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); L

g



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5659);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2210);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
30);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 81
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA



Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Pasal I

Tahun 2017 Nomor 81) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP

Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
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Pendaftaran penanaman modal,

izin prinsip penanaman modal,;

izin prinsip perluasan penanaman modal,
izin prinsip perubahan penanaman modal,
izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal,;
izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
izin lokasi atau pemanfaatan lahan;

Izin perubahan penggunaan lahan (IPPT);
izin usaha perdagangan,

tanda daftar industri;

izin usaha industri;

izin perluasan industri;
tanda daftar gudang;

izin mendirikan bangunan,

izin reklame,;

izin usaha pengangkutan,;

izin trayek angkutan kota dan pedesaan;

pembaruan izin usaha industry primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

izin usaha jasa konstruksi;

izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
tanda daftar usaha pariwisata:

izin penyelenggaraan rumah sewa dan kos;

izin pemanfaatan rumah susun;

perpanjangan izin menggunakan tenaga asing (IMTA);

izin lembaga pelatihan kerja swasta;

izin mempergunakan ketel uap;

izin mempergunakan tangki timbul;

izin menyelenggarakan undian gratis berhadiah;

izin pengumpulan uang dan barang;

izin operasional panti;

izin usaha perikanan;

izin usaha peternakan;

izin produksi pakan dan/atau bukan pakan;

izin usaha pembuatan, penyediaan dan/atau pengadaan obat
hewan,;

izin usaha toko modern;
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izin usaha pusat perbelanjaan;

izin usaha pendirian pasar tradisional;

izin mendirikan pasar swasta;

izin mendirikan SPBU dan SPBE,;

izin mendirikan tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
izin mendirikan pusat kesehatan masyarakat;

izin operasional pusat kesehatan masyarakat;

izin mendirikan klinik;

izin operasional klinik;

izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan kecuali izin praktek
dokter

izin mendirikan rumah sakit umum kelas D, dan kelas C;
izin operasional rumah sakit umum kelas D, dan kelas C;
izin mendirikan rumah sakit khusus kelas C;

izin operasional rumah sakit khusus kelas C;

izin penyelenggaraan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan
optikal;

izin pengobatan tradisional;

izin praktek apoteker

izin tenaga kerja teknis kefarmasian

izin praktek ahli teknologi laboratorium medic;

izin kerja tenaga gizi;

izin penyelenggaraan unit transfusi darah;

izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan;

izin penyelenggaraan laboratorium klinik;

Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum;

izin usaha mikro obat tradisional;

Surat terdaftar penyehat tradisional,

izin mendirikan menara telekomunikasi;

izin mendirikan penyiaran radio;

izin usaha jasa telekomunikasi internet;

izin mendirikan TK;

izin mendirikan SD;

izin mendirikan SMP;

izin mendirikan pusat belajar mengajar masyarakat;

izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan;

izin mendirikan taman belajar masyarakat;

izin mendirikan kelompok belajar usaha;

izin mendirikan kelompok bermain;

izin mendirikan tempat penitipan anak;

izin mendirikan pos PAUD;

izin badan hukum koperasi,

izin usaha operasional simpan pinjam,

izin usaha toko modern;

izin usaha pengelolaan pasar rakyat;



79. izin pembuangan limbah cair;

80. izin tempat penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun;
81. izin penyelenggaraan unit pelayanan hemodialisis;

82. izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;

83. izin penyelenggaraan laboratorium klinik pratama;

84. izin lingkungan;

85. izin usaha air minum dalam kemasan;

86. Izin usaha perusahaan perdagangan property;

g7. izin pengecer gas elpiji;

88. perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing;
89. izin instalatur kabel rumah/ gedung (IKR/G);

90. izin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi;
91. izin instalasi penangkal petir;

92. izin instalasi genset;

93. izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
94. izin usaha titipan,;

95. izin usaha jasa pengurusan transportasi (IUJPT);

96. izin usaha bongkar muat barang;

97. Iizin usaha penyewaan peralatan angkutan;

98. izin usaha bengkel umum;

99 izin usaha kursus mengemudi;

100. izin tempat praktek bersama dokter umum;

101. izin tempat praktek bersama dokter spesialis;

102. izin tempat praktek bersama dokter gigi;

103. izin operasional klinik kecantikan;

104. izin pemotongan hewan;

105. izin pendirian keramba apung;

106. izin pembibitan dan budidaya hasil pertanian dan perkebunan;
107. izin pembibitan dan budidaya hasil pertanian dan perkebunan;
108. izin pembibitan dan budidaya tanaman pangan;

109. izin usaha perkebunan (IUP);

110. izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B);

111. izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P);

112. izin usaha holtikultura (IUH);

113. izin budidaya hasil perkebunan;

114. izin jasa pendidikan computer;

115. izin jasa pendidikan bahasa swasta;

116. izin jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta;
117. izin jasa konsultasi konstruksi;

118. izin usaha rumah potong hewan;

119. izin usaha hulier (penggilingan padi);

120. izin usaha budidaya perikanan;

121. izin usaha pengolahan hasil perikanan;

122. izin koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;



123. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam,;
124. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam/
unit simpan pinjam.
(2) Pelayanan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

kemudahan pelayanan;

fasilitas fiskal;

informasi,

penerbitan surat keterangan dalam proses pengurusan izin;
penerbitan tanda daftar gudang;

penerbitan tanda daftar perusahaan;

penerbitan tanda daftar usaha peternakan;

penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2?0

BUPATI PURBALINGGA,

1L e

DYAH HAYUNING PRATIWI A\

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
RBALINGGA,

YU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 67



